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ABSTRACT

The Surabaya City RDTR is used as one of the references in the issuance of
land technical considerations at the Surabaya City Land Office 1. In its
implementation, it was found that the boundaries of the spatial pattern zoning area
cut across the land plot. This problem is due to the fact that the base map used to
prepare the RDTR in each district/city is based on the delineation of a photo map
or satellite image. The purpose of this research is to determine the accuracy of the
base map used for RDTR spatial pattern mapping and the base map used for land
parcel mapping, to determine the consequences of RDTR preparation that is not
based on land parcels, and to determine the potential integration of valid land
parcel maps as material for RDTR preparation.

The method used in this research is mixed sequential explanatory with
guantitative analysis in the first stage and corroborated with qualitative analysis in
the second stage. The results of this study indicate that the base map used for
mapping the spatial pattern of the Surabaya City RDTR and the base map used for
mapping land parcels is a 2016 photo map. As such, RDTR spatial pattern
boundaries that intersect land parcels are not caused by the base map used. The
2016 photo map has a CE 90 value of 0,28 m and meets the horizontal accuracy of
the 1:1.000 scale land base map class 1. There is also no difference between the
coordinates of the identification results on the 2016 photo map and the static GNSS
measurement method.

The boundaries of the spatial pattern that cut the land parcels are caused
by the land parcel boundary pattern that has not been used as an ingredient in the
RDTR spatial pattern area boundaries and the difference in scale between the
licenses issued (PTP scale) and the RDTR Surabaya City map scale. Valid land
parcel maps owned by the Surabaya City Land Office | can be used as basic data
for compiling the boundaries of the Surabaya City RDTR spatial pattern because
they are complete in one Development Unit and the validity of the data is
guaranteed.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun tidak seimbang
dengan ketersediaan tanah dan ruang. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan
tanah dan ruang menjadi terbatas. Ruang yang sifatnya terbatas tidak dapat
dipisahkan dari kegiatan keseharian manusia. Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) menjelaskan bahwa ruang
merupakan keseluruhan dari muka bumi termasuk ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara yang saling melengkapi untuk tempat manusia dan makhluk lain
melanjutkan keberlangsungan hidup. Ruang sangat dibutuhkan karena
berkaitan dengan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini sangat cepat di
setiap daerah. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang menjadi hal yang
penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai pedoman
dalam penataan ruang agar ruang dapat dimanfaatkan secara optimal (Taringan
dkk., 2021)

Rencana tata ruang merupakan implementasi strategi pengaturan dan
pengelolaan ruang yang mencakup perencanaan, penggunaan dan
pengendalian ruang oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan
pembangunan di berbagai sektor dan wilayah dengan tujuan mengintegrasikan
tujuan pemanfaatan ruang secara harmonis dan berkelanjutan (Wahyudi,
2022). Rencana tata ruang terbagi menjadi dua, yaitu rencana umum dan
rencana rinci tata ruang (Pratama dkk., 2015). Rencana umum merupakan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik dari tingkat kabupaten/kota
hingga nasional. Sedangkan rencana rinci tata ruang merupakan Rencana
Detail Tata Ruang kabupaten/kota. RDTR kabupaten/kota merupakan bentuk
penjabaran dari RTRW kabupaten/kota hingga tingkat nasional (Pratama dkk.,
2015). Hal ini juga diperkuat dalam Permen ATR//BPN Nomor 11 Tahun 2021
yang menjelaskan bahwa penyusunan RDTR kabupaten/kota wajib
disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota. Berdasarkan UUPR,
dalam rangka mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional yaitu Rencana Detail



Tata Ruang (RDTR) yang merupakan penjabaran secara menyeluruh dan
terperinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW). RDTR kabupaten/kota
dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 yang
menggunakan peta dasar yaitu peta rupa bumi Indonesia atau peta dasar lainnya
(RI, 2021).

Rencana Detail Tata Ruang menurut Permen ATR/BPN Nomor 11
Tahun 2021 adalah rencana secara terperinci dan menyeluruh tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten/kota. Peraturan Zonasi (PZ) merupakan salah satu muatan RDTR
kabupaten/kota yang memuat aturan dasar dan/atau teknik pengaturan zonasi
(RI, 2021). RDTR dan PZ dalam konsep penyelenggaran penataan ruang
merupakan dua hal yang sama tetapi fungisnya berbeda, RDTR berfungsi
sebagai instrumen perencanaan tata ruang, sedangkan PZ berfungsi sebagai
instrumen pengendalian tata ruang (Sutaryono, 2016).

Hingga saat ini jumlah RDTR dalam situs PROTARU masih kurang dari
target yang diharapkan, yaitu sebanyak 447 RDTR per Maret 2024 dari target
sebanyak 2.000 RDTR di akhir tahun 2024 (Fadli A & Alexander HB, 2021).
Sebanyak 210 dari 447 RDTR yang tersedia sudah terintegrasi OSS (One
Single Submission). RDTR Kota Surabaya merupakan salah satu dari 210
RDTR yang sudah terintegrasi OSS. Keberadaan RDTR Kota Surabaya yang
terintegrasi OSS tentu saja mempermudah pengajuan KKPR pada sistem OSS-
RBA (One Single Submission Risk Based Approach). Terhadap lokasi rencana
kegiatan pemanfaatan ruang tersedia RDTR terintegrasi dengan sistem OSS
maka diberikan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKKPR) berdasarkan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan pemanfaatan
ruang dengan RDTR (ATR, 2021).

Keberadaan RDTR Kota Surabaya yang terintegrasi OSS secara tidak
langsung juga dapat mempermudah pengajuan Pertimbangan Teknis
Pertanahan (PTP). PTP yang dilaksanakan Seksi Penataan dan Pemberdayaan
di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 diberikan untuk kegiatan
penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Tanah. Berdasarkan

Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 yang menjelaskan



bahwa terhadap PTP untuk kegiatan penyelenggaraan kebijakan penggunaan
dan pemanfaatan ttanah diberikan setelah lokasi yang dimohonkan
memperoleh Konfirmasi KKPR.

Sebagai seksi yang melaksanakan penatagunaan tanah di Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I, Seksi Penataan dan Pemberdayaan diharapkan
dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
melalui pelayanan pertimbangan teknis pertanahan. Salah satu kendala yang
ditemukan dalam pelaksanaan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan
untuk penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah
ditemukan batas pola ruang RDTR yang memotong bidang kepemilikan
masyarakat sehingga dalam satu bidang tanah memiliki peruntukan ruang lebih
dari satu.

Penyebab dari adanya permasalahan di atas terletak pada peta dasar yang
digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal
tersebut juga didukung oleh penelitian Santoso dkk. (2020) mengenai beberapa
masalah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), antara lain :
(1) ketidaksiapan peta untuk penyusunan RDTR yang berakibat inefisiensi; (2)
ketidaksiapan peta tematik dengan ketelitian skala yang dibutuhkan dalam
penyusunan RDTR; (3) proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
(4) adanya resistensi aparat lokal (apatisme); (5) perbedaan klasifikasi antara
KBLI dengan klasifikasi di pedoman; (6) waktu penyusunan RDTR OSS yang
terlalu singkat; dan (7) lemahnya pedoman dalam penetapan peruntukan
industri.

Untuk memahami permasalahan yang timbul, penelitian ini akan
dilakukan pada Kecamatan Wiyung, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan
Karang Pilang. Ketiga kecamatan tersebut masuk dalam Unit Pengembangan
X Wiyung RDTR Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut
Perda RDTR pada Pasal 2 ayat 3 bahwa Unit Pengembangan (UP) X Wiyung
meliputi Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, dan Kecamatan

Lakarsantri dengan luas 4003,12 ha. Penataan UP X Wiyung bertujuan untuk



mengembangkan area permukiman yang dilengkapi dengan kegiatan
perdagangan dan jasa regional, industri, serta pendidikan skala nasional,
dengan mempertahankan fungsi lindung. Unit Pengembangan (UP) adalah
Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dari Kota Surabaya dan/atau kawasan
strategis yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR.
Sub Unit Pengembangan adalah bagian dari unit pengembangan yang dibatasi
dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.

Penyusunan RDTR UP X Wiyung menggunakan peta dasar hasil
delineasi dengan skala 1:5.000 sehingga pola ruangnya berdasarkan kawasan
atau penarikan garis lurus. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya peta dengan
skala besar yang memuat informasi lengkap. Kantor pertanahan sebagai
instansi yang melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sekaligus
penyelenggaraan informasi geospasial tematik secara kewenangan memiliki
peran sebagai penyedia data pertanahan dalam penyusunan RDTR
kabupaten/kota. Oleh karena itu, integrasi data pertanahan dan data tata ruang
sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas RDTR kabupaten/kota.

Integrasi urusan agraria-pertanahan dengan tata ruang dalam satu
kementerian bukan hal yang berlawanan dengan sejarah, tetapi sesuai dengan
amanat konstitusi dan relevan dengan kebijakan politik pemerintah saat ini
(Dewi & Sutaryono, 2020). Menurut Sutaryono (2023) dalam Webinar
Penguatan Integrasi Agraria Pertanahan dan Tata Ruang Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan, hingga saat ini integrasi tersebut belum
sepenuhnya terjadi mengingat produk RDTR yang ada dan berlaku saat ini
belum menggunakan peta bidang tanah sebagai muatan penyusun untuk
penyusunan RDTR. Berdasarkan salinan Perda RDTR, RDTR Kota Surabaya
merupakan salah satu contoh produk RDTR yang muatan penyusunnya belum
menggunakan peta bidang tanah untuk penyusunan zonasi RDTR. Padahal,
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | saat ini sedang berprogres menuju kota
lengkap.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya | merupakan salah satu kantor
pertanahan prioritas dalam program kabupaten/kota lengkap yang ditunjuk

oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang



Kementerian ATR/BPN melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 285[SK-OT.01/111/2024

tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program

Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah
Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur yang dideklarasikan menjadi kabupaten/kota lengkap dan salah
satunya adalah Kota Surabaya (Jonahar, 2024). Kota lengkap merupakan
kondisi seluruh bidang tanah terukur dan terpetakan secara lengkap dalam
Kualitas 1 valid dan sesuai posisi di lapangan, data fisik dan data yuridis
(spasial dan tekstual) terintegrasi dalam sistem Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP) (Mawadah, 2021).

Pemanfaatan peta bidang tanah valid untuk sampel penyusunan RDTR
berbasis bidang dapat menjadi solusi permasalahan batas kawasan zonasi yang
memotong bidang tanah kepemilikan pada pelaksanaan PTP untuk
penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Oleh karena
itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan Peta
Bidang Tanah valid sebagai data pertanahan yang merupakan hasil pengukuran
sistematis dan sporadis untuk penyusunan RDTR berbasis bidang. Dengan
demikian, peneliti mengangkat judul penelitian “Uji Pemanfaatan Peta Bidang
Tanah Valid Untuk Bahan Penyusunan RDTR Di Kota Surabaya”.

Rumusan Masalah

Pelaksanaan penerbitan risalah PTP untuk penyelenggaraan kebijakan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
terdapat permasalahan yaitu ditemukan batas kawasan pola ruang RDTR Kota
Surabaya yang memotong bidang kepemilikan masyarakat. Untuk memastikan
penyebab permasalahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap peta
dasar yang digunakan untuk pemetaan pola ruang RDTR Kota Surabaya dan
peta dasar yang digunakan untuk pemetaan bidang tanah oleh Kantor
Pertanahan Kota Surabaya 1. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk
mengetahui peta dasar yang digunakan untuk pemetaan pola ruang RDTR Kota
Surabaya dan peta dasar yang digunakan untuk pemetaan bidang tanah oleh

Kantor Pertanahan Kota Surabaya | terdapat perbedaan atau tidak.


http://sk-300.uk/VI/2022

Hasil overlay antara peta bidang tanah Kelurahan Lidah Kulon dengan
RDTR UP X Wiyung juga menunjukkan batas kawasan pola ruang RDTR Kota
Surabaya yang memotong bidang kepemilikan masyarakat sehingga dalam satu
bidang tanah terdapat lebih dari satu peruntukan pola ruang RDTR Kota
Surabaya. Hal tersebut dapat menghambat proses perizinan pengendalian
pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya
I. Mengingat peran penting RDTR sebagai dokumen perencanaan tata ruang
yang lebih operasional karena berkaitan dengan kegiatan perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, peneliti
menganalisis penyebab adanya satu bidang tanah yang terdapat lebih dari satu
peruntukan pola ruang RDTR Kota Surabaya.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya | sebagai instansi pelaksana PTP dan
DPRKPP sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
penyusunan RDTR Kota Surabaya diharapkan mampu mengatasi
permasalahan yang ada. Maka dari itu, sebagai alternatif penyelesaian dari
permasalahan di atas peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk
menganalisis permasalahan yang lebih mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana akurasi antara peta dasar yang digunakan sebagai bahan
penyusunan RDTR dan peta dasar pertanahan?

2. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat penyusunan RDTR tidak
berbasis bidang tanah?

3. Apakah integrasi peta bidang tanah valid sebagai bahan penyusunan RDTR
dapat menjadi alternatif penyelesaian dari permasalahan yang ada?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penetian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui akurasi antara peta dasar yang digunakan sebagai bahan
penyusunan RDTR dan peta dasar pertanahan.
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi akibat penyusunan RDTR tidak

berbasis bidang tanah.



3. Mengetahui potensi integrasi peta bidang tanah valid sebagai bahan

penyusunan RDTR dapat menjadi alternatif penyelesaian dari

permasalahan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1.

2.

3.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi Peneliti

a) Mengembangkan kreativitas dan pengetahuan peneliti serta
menerapkan ilmu yang didapat selama di perkuliahan mengenai tata
ruang dan pemetaan kadastral; dan

b) Meningkatkan keterampilan dan pengalaman dalam melakukan
penelitian terkait penyusunan RDTR menggunakan peta bidang tanah.

Bagi Masyarakat

a) Memberikan pemahaman mengenai RDTR kabupaten/kota yang lebih
berkualitas; dan

b) Mempercepat proses perizinan dengan memberikan dasar yang jelas
dan akurat dalam menilai permohonan perizinan, sehingga dapat
mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan bagi masyarakat dalam
proses perizinan.

Bagi Pemerintah

a) Rekomendasi dalam revisi atau penyusunan RDTR kabupaten/kota
agar lebih berkualitas; dan

b) Memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk
pengambilan keputusan terkait perencanaan tata ruang dan

pengembangan kota.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bidang tanah terepetakan untuk bahan overlay merupakan bidang tanah

hasil unduhan persil Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.



2. Peta RDTR Kota Surabaya yang digunakan adalah bagian dari peta RDTR
UP X Wiyung yang meliputi Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Wiyung,
dan Kecamatan Karang Pilang.

3. Pengukuran titik kontrol dengan menggunakan metode GNSS Statik.

4. Uji perbandingan rerata peta dasar pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Surabaya | dengan peta dasar RDTR UP X Wiyung terhadap pengukuran
metode statik dilakukan dengan tabel t untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan signifikan.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara, peta foto tahun 2016 yang digunakan oleh
Kantor Pertanahan Kota Surabaya | untuk pemetaan bidang tanah dan
DPRKPP Kota Surabaya untuk pemetaan pola ruang RDTR merupakan
hasil perekaman foto udara tahun 2016 yang sumbernya sama. Peta foto
tahun 2016 memenuhi klasifikasi ketelitian horizontal peta dasar
pertanahan pada skala 1:1.000 kelas 1 dengan nilai CE9O0 sebesar 0,286 m.
Kemudian berdasarkan hasil uji beda berpasangan dan hasil perhitungan
beda posisi dapat diketahui:

a. Berdasarkan hasil perhitungan uji beda berpasangan, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara identifikasi posisi objek pada peta
dasar yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya | dan
DPRKPP Kota Surabaya dengan koordinat x dan y hasil pengukuran
GNSS metode statik; dan

b. Validitas hasil pengukuran titik kontrol diterima karena rata-rata beda
posisi yang dihasilkan kurang dari 2,5 m yaitu sebesar 0,161 m untuk
peta garis skala 1:5.000.

2. Penyusunan RDTR yang tidak berbasis bidang tanah menyebabkan
permasalahan batas kawasan pola ruang RDTR yang memotong bidang
kepemilikan masyarakat pada penerbitan pertimbangan teknis pertanahan.
Faktor penyebab adanya satu bidang tanah yang memiliki peruntukan pola
ruang lebih dari satu antara lain:

a. Penentuan zonasi pada RDTR Kota Surabaya berdasarkan digitasi
dengan cara penarikan garis lurus dengan skala perbesaran 1:1.000 pada
peta foto yang memiliki kenampakan serupa.

b. Bidang tanah yang terdaftar dan terpetakan pada saat penyusunan

RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya masih belum sebanyak

87



sekarang sehingga pada saat pelaksanaan penyusunan RDTR masih
terdapat blank space; dan

c. Perizinan PTP yang diterbitkan memiliki tingkat ketelitian 1:1.000 atau
lebih besar daripada tingkat ketelitian Peta RDTR Kota Surabaya yaitu
1:5.000.

3. Integrasi peta bidang tanah valid sebagai bahan penyusunan RDTR dapat
menjadi alternatif penyelesaian dari permasalahan pada satu bidang tanah
yang terdapat lebih dari satu peruntukan pola ruang RDTR dengan syarat
lengkap dalam satu Unit Pengembangan, terjamin validitas datanya, dan
mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Pemanfaatan bidang tanah sebagai bahan penyusun batas zonasi RDTR
Kota Surabaya akan sangat membantu dan bermanfaat sebagai bahan revisi
dan peninjauan kembali. Pemanfaatan peta bidang tanah dapat
meningkatkan kualitas muatan yang terkandung dalam RDTR.

B. Rekomendasi

1. DPRKPP Kota Surabaya dalam menyusun RDTR sebaiknya
menggunakan data bidang tanah yang lengkap dalam satu Unit
Pengembangan. Data bidang tanah yang lengkap dan valid dapat
memenuhi kegunaannya sebagai data dasar dalam perumusan pola ruang
yang lebih berkualitas.

2. DPRKPP Kota Surabaya dapat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan
Kota Surabaya | dan Kantor Pertanahan Surabaya Il untuk mewujudkan
integrasi dan pemanfaatan data pertanahan pasca deklarasi Kota Surabaya
menjadi Surabaya Kota Lengkap.

3. Pemerintah terkait diharapkan segera menerbitkan regulasi yang mengatur
mengenai mekanisme integrasi data dan informasi pertanahan dalam

penyusunan rencana rinci tata ruang.
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